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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 165/Pdt .G /2011 /PA.  PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

  DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengad i l an  Agama Palu  Kelas  I . A yang  memer iksa  dan 

mengadi l i  perkara - perkara  te r t en tu  pada  t i ngka t  per tama  

te lah  menja tuhkan  putusan  dalam perkara  permohonan  Cera i  

Talak  anta ra :

PEMOHON,  Umur  35 tahun ,  Agama  Is l am,  Pendid i kan  SMA, 

Peker j aan  Dagang,  ber tempat   t i ngga l  

d i   Kota  Palu   se lan ju t nya  d isebu t  

“ PEMOHON” ;

M E L A W A N

TERMOHON, Umur  30  tahun ,  Agama Is l am,  Pendid i kan  SMP,  

Peker j aan  Urusan  Rumah  Tangga,  

ber tempat  t i ngga l  d i  Kota  Palu ,  

se lan ju t nya  d isebu t   “TERMOHON” ;  

Pengad i l an  Agama te rsebu t  ;

Telah  membaca berkas  perkaranya  ;

Telah  mendengar  kete rangan  Pemohon ;

Telah  memer iksa  ala t  bukt i  yang dia j ukan  oleh  Pemohon ;  

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang,  bahwa  Pemohon  te l ah  mengajukan  

permohonannya  te r t angga l  07  Maret  2011   yang  te lah  

te rda f t a r  d i  Kepani te r aan  Pengad i l an  Agama  Palu  pada  

tangga l  07  Maret  2011   dengan  reg i s t e r  perkara  nomor  

165/Pd t .G /2011 /PA  PAL,   yang  pada  pokoknya  sebaga i  

Hal .  1 dar i  14 Halaman
Sal inan  Putusan Nomor - - - - /Pdt .G /2011 /PA.PAL

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ber i ku t  ;

1. Bahwa  pada  tangga l  - -  Ju l i  1999,  Pemohon  dengan  

Termohon  melangsungkan  pern i kahan  yang  dica ta t  o leh  

Pegawai  pencata t  Nikah  Kanto r  Urusan  Agama Kecamatan  

Pamona  Utara ,  Kabupaten  Poso,  Sulawes i  Tengah  

(Kut i pan  Akta  Nikah  Nomor  :  - - / - - / - - - /1999  tangga l  

- -  Agustus  1999)  ;  

2. Bahwa  sete lah  pern i kahan  te rsebu t  Pemohon  dengan  

Termohon  ber tempat  t i ngga l   d i  rumah  ked iaman  bersama 

di  rumah orang tua  Pemohon di  Poso  se lama  leb ih  kurang  

7  bulan ,  kemudian  karena  kerusuhan  Pemohon  dan 

Termohon pindah  ke  Solo  dan t i ngga l  d i  rumah orang  tua  

Pemohon se lama  leb ih  kurang  3  bu lan ,  kemudian  Pemohon 

dengan  tu juan  mencar i  nafkah  Pemohon  kembal i  ke  Palu  

dan  t i ngga l  d i  rumah  ked iaman  orang  tua  Pemohon  d i  

Lasoso  sebaga imana  a lamat  Pemohon  di  atas  hingga  

sekarang  namun  Pemohon  ser ing  pulang  ke  Solo  untuk  

menemui  Termohon  dan  anak- anaknya.  Sementara  Termohon  

baru  ke  Palu  pada  tangga l  5  Oktober  2011  dan  t i ngga l  

d i  rumah  orang  tua  Pemohon  se lama  1  bulan  kemudian  

pindah  dan  t i ngga l  d i  rumah  ad ik  Pemohon  sebaga imana  

alamat  Termohon  di  atas  hingga  sekarang ; ,  Selama 

pern i kahan  te rsebu t  Pemohon  dengan  Termohon  te lah  

hidup  rukun  sebaga imana  layaknya  suami  is t r i  

(ba 'dadduhu l )  dan  dika run ia i  1  orang  anak  bernama 

ANAK,  umur  10 tahun  ;

3. Bahwa se jak  akh i r  bu lan  September  tahun  2008  tepa tnya  

pada  har i  raya  Idu l  f i t r i ,  rumah  tangga  Pemohon  dan  
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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Termohon  mula i  t i dak  harmonis  disebabkan  datangnya  dua  

orang  wani ta  yang  mengaku  is t r i  seorang  lak i - lak i  

d imana  belakangan  dike tahu i  bahwa  Termohon  memi l i k i  

hubungan  dekat  dengan  suami  kedua  perempuan  te rsebu t .  

Sejak  i t u ,  Pemohon  dan  Termohon  sudah  ser i ng  

ber tengkar   dan  Termohon  t i dak  pernah  berusaha  untuk  

merubah  s ikapnya  yang  se lau  berhubungan  dengan  lak i -

lak i  tanpa  sepengetahuan  Pemohon.  Sejak  Pemohon 

menetap  d i  Palu ,  Pemohon  sudah  ser i ng  mengajak  

Termohon  untuk  t i ngga l  bersama  di  Palu  namun 

kenya taannya  Termohon  leb ih  senang  t i ngga l  d i  Solo  dan  

ke  Palu  ket i ka  keadaan  rumah  tangga  sudah  t i dak  

harmonis  namun  sampai  d i  Palu  pun  Termohon  t i dak  

pernah  berusaha  untuk  mengharga i  Pemohon sebaga i  suami  

;

4. Bahwa ak iba t  s ikap  Termohon  te rsebu t ,  Pemohon  merasa  

sangat  kecewa dan  se jak  per tengahan  tahun  2009  Pemohon 

dan  Termohon  t i dak  pernah  lag i  berhubungan  layaknya  

suami  is t r i ,  namun nafkah  untuk   anak,  Pemohon  te tap  

member ikannya .  Selama  i t u ,  Pemohon  sudah  berusaha  

menasehat i  Termohon  dan  berusaha  untuk  memperba ik i  

keadaan  rumah  tangga  namun  kenyataannya  sampai  

Termohon  ke  palu  pun Termohon  t i dak  pernah  mau berubah  

seh ingga  Pemohon sudah  t i dak  bisa  lag i  memper tahankan  

rumah tangganya  dan leb ih  memi l i h  percera i an  ;  

5. Bahwa  berdasarkan  alasan /da l i l - da l i l  d ia tas ,  Pemohon 

mohon  agar  Ketua  Pengadi l an  Agama Palu  Cq.  Maje l i s  

Hakim  yang  memer iksa  dan  mengadi l i  perka ra  in i ,  

Hal .  3 dar i  14 Halaman
Sal inan  Putusan Nomor - - - - /Pdt .G /2011 /PA.PAL
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan  untuk  memutus  perkara  dengan  putusan  sebaga i  

ber i ku t :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan  permohonan  Pemohon;

2. Member ikan  i j i n  kepada  Pemohon  untuk  menja tuhkan  

ta lak  satu  kepada  Termohon;

3. Membebankan  biaya  perkara  kepada  Pemohon;

SUBSIDAIR;

   J ika  Maje l i s  Pengad i l an  Agama Palu  berpendapa t  la i n  

mohon putusan  yang  sead i l - ad i l nya ;

Menimbang,  bahwa  pada  har i - har i  s idang  yang  te lah  

di t e t apkan  Pemohon  datang  menghadap  di  pers i dangan ,  

sedangkan  Termohon  t i dak  datang  dan  t i dak  mengutus  orang  

la i n  sebaga i  waki l / k uasanya  ser ta  t i dak  pula  mengi r imkan  

sura t  mengenai  ket i dak  had i rannya  seka l i pun  te lah  

dipangg i l  secara  patu t  ;

Menimbang,  bahwa maje l i s  hak im  te lah  berusaha  secara  

sugguh- sungguh  mendamaikan   Pemohon  dengan  member i  

nasehat  dan  saran  kepada  Pemohon  supaya  bersabar  

mempertahankan  keutuhan  rumah  tangganya  untuk  rukun  

kembal i  dengan  Termohon  dan  mengurungkan  n ia tnya  untuk  

bercera i  namun upaya  te rsebu t  t i dak  berhas i l  ;

Menimbang,  bahwa  usaha  perdamaian  t i dak  berhas i l ,  

maka  se lan ju t nya  dibacakan  permohonan  Pemohon  dalam 

pers idangan  te r t u t up  untuk  umum  yang  is i n ya  te tap  

dipe r t ahankan  oleh  Pemohon ;

Menimbang,  bahwa  untuk  mendukung  kebenaran  da l i l -
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dal i l  permohonannya,  Pemohon  te l ah  mengajukan  ala t - ala t  

bukt i  sebaga i  ber i ku t ;

1. Bukt i  Surat  ;

berupa  fo to  copy Kut ipan  Akta  Nikah  Nomor  :  

- - / - - / - - /1999  tanggal  - -  Agustus  1999   yang  

dike lua r kan  o leh  Kanto r  Urusan  Agama  Kecamatan  

Pamona Utara ,  Kabupaten  Poso,  Sulawes i  Tengah  te l ah  

disesua i kan  dengan  as l i nya  dan  bermate ra i  cukup  

( bukt i  P)  ;  

2. Bukt i  Saksi :

            2.1 .  SAKSI  I I ,   di  bawah sumpahnya  secara  

Is lam,  saks i  te rsebu t  menyampaikan  kesaks ian  yang  

pada pokoknya  sebaga i  ber i ku t  ;

o Bahwa saks i  kena l  Pemohon dan Termohon ;

o Bahwa  Pemohon  ada lah  anak  kandung  saks i  dan 

Termohon ada lah  i st r i  sah  Pemohon,  mereka  belum 

pernah  bercera i  ;

o Bahwa Pemohon dan  Termohon  menikah  tahun  1999  dan 

sudah  dika run ia i  1 orang  anak  ;

o Bahwa awalnya  rukun  dan  harmonis  leb ih  kurang  6 

tahun  namun sekarang  sudah  t i dak  rukun  ;

o Bahwa penyebab  t i dak  rukunnya  rumah tangga  mereka  

karena  Termohon  berse l i ngkuh  bahkan  sudah  sampai  

t i ga  ka l i  dengan  orang  yang  berbeda,  saks i  tahu  

karena  is t r i  dar i  se l i ngkuhan  Termohon  yang  ke  

rumah saks i  member i t ahu  ;

o Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  sudah  pisah  rumah 

se lama  1  tahun ,  sebe lumnya  mereka  memang  pisah  

Hal .  5 dar i  14 Halaman
Sal inan  Putusan Nomor - - - - /Pdt .G /2011 /PA.PAL
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tempat  t i ngga l  namun  masih  ser i ng  ber temu  namun 

sudah  1  tahun  in i  Pemohon t i dak  mau lag i  ber temu  

Termohon  karena  Termohon  t i dak  mau  merubah  

keb iasaannya  berse l i ngkuh  ;

o Bahwa  saks i  sudah  pernah  menasehat i  Pemohon 

supaya  bersabar  dan  berba i kan  kembal i  dengan  

Termohon namun t i dak  berhas i l  ;

Menimbang,  bahwa  atas  kete rangan  saks i  te rsebu t  

Pemohon menyatakan  mener ima  dan t i dak  kebera tan

2.2 .  SAKSI  I I ,   d i  bawah  sumpahnya  secara  Is lam,  

saks i  te rsebu t  menyampaikan  kesaks iannya  yang  pada 

pokoknya  sebaga i  ber i ku t  ;

 Bahwa saks i  kena l  Pemohon dan   Termohon  karena  

sepupu  Pemohon;

 Bahwa Pemohon dan  Termohon  adalah  suami  

is t r i  sah,  menikah  tahun  1999  dan  sudah  

dika run i a i  1 orang  anak  ;

 Bahwa  awalnya  rumah  tangga  mereka  rukun   dan 

harmonis  namun sekarang  sudah  t i dak  rukun  lag i ,  

mereka  ser i ng  ber tengkar  ;

 Bahwa  penyebab  t i dak   rukunnya  rumah  tangga  

Pemohon  dan  Termohon  karena  Termohon  ser i ng  

berse l i ngkuh  bahkan  ket i ka  Termohon  di  Palu ,  

saks i   pernah  dengar   Termohon  jan j i a n  dengan  

lak i - lak i  la i n  lewat  te l f on  ;

 Bahwa Pemohon  dan  Termohon  sudah  pisah  kurang  

leb ih  1 tahun ,  dan beberapa  bulan  la l u  Termohon  

pernah  ke  Palu  lag i  namun  Pemohon  t i dak  mau 
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lag i  ber temu  Termohon  dan  sekarang  Termohon  

sudah  perg i

 Bahwa  saks i  sudah  berusaha  merukunkan  namun 

t i dak  berhas i l ;

 Menimbang,  bahwa  atas  kete rangan  saks i  te rsebu t  

Pemohon menyatakan  mener ima  dan t i dak  kebera tan  ;

Menimbang,  bahwa  Pemohon  menyatakan  t i dak  akan  

mengajukan  lag i  bukt i - bukt i  yang  la i n  ;

Menimbang,  bahwa  Pemohon  mengajukan  konk lus i  l i s an  

yang  pada  in t i n ya  menyatakan  bahwa  Pemohon  te tap  pada  

dal i l - da l i l  permohonannya  dan  memohon  agar  perkara  in i  

dapat  segera  dipu tus  dengan  mengabu lkan  permohonan  

Pemohon.

Menimbang,  bahwa  untuk  lengkap  dan  r i ngkasnya  is i  

putusan  in i  maka sega la  yang  te rmuat  da lam ber i t a  acara  

pers i dangan  merupakan  bag ian  yang  tak  te rp i sahkan  dar i  

putusan  in i  ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tu j uan  permohonan  

Pemohon sebaga imana  te l ah  diu ra i kan  di  atas  ;

Menimbang,  bahwa  pemanggi l an  kepada  Pemohon  dan  

Termohon  untuk  menghadap  di  pers i dangan  te l ah  di l akukan  

sesua i  dengan  keten tuan  Pasal  146  R.Bg  ayat  (1 )  dan  (2 )  

jo .  Pasa l  26  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  9  Tahun  1975,  

dengan  demik ian  pemanggi l an  te rsebu t  te lah  d i l aksanakan  

secara  sah dan patu t  ;

Menimbang,  bahwa perkara  in i  ada lah  te rmasuk  l i ngkup  

bidang  perkawinan  dan  berdasarkan  Pasal  49  huru f  a   dan  

Hal .  7 dar i  14 Halaman
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Pasa l  66  ayat  (2 )  Undang- Undang  No.3  Tahun  2006  

perubahan  per tama  atas  Undang- Undang  No.7  tahun  1989  

ten tang  Perad i l an  Agama,  maka  perkara  in i  te rmasuk  

kompetens i  Pengad i l an  Agama  dan  menjad i  wewenang 

Pengad i l an  Agama ;

 Menimbang,  bahwa se lama  proses  pers idangan  maje l i s  

hak im  te l ah  berusaha  secara  sungguh- sungguh  mengupayakan  

perdamaian  dengan  member ikan  nasehat  dan  saran  kepada  

Pemohon  untuk  t i dak  bercera i  dar i  Termohon  namun upaya  

te rsebu t  t i dak  te rcapa i  dengan  demik ian  kehendak  Pasal  65  

Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  2006  Tentang  Perubahan  Atas  

Undang- Undang  Nomor  7 Tahun  1989  Tentang  Perad i l an  Agama 

junc to  Pasa l  115  Kompi las i  Hukum  Is l am  d i  Indones ia  

dipandang  te l ah  te rpenuh i  ;

Menimbang,  bahwa  meskipun  t i dak  ada  bantahan  dar i  

Termohon karena  t i dak  had i r  d i  pers i dangan ,  te tap i  karena  

perkara  a  quo  adalah  perkara  percera ian ,  maka  kepada  

Pemohon  te tap  dibebankan  waj i b  bukt i ,  dan  untuk  

membukt i kan  kebenaran  dal i l - da l i l  permohonannya,   d i  

pers i dangan  Pemohon  te lah  mengajukan  ala t - ala t  bukt i  

berupa  sura t  (P.1 )  ser ta  menghadi r kan  2 (dua)  orang  saks i  

sebaga imana  kehendak  rumusan  Pasa l  22  ayat  (2 )  Pera tu ran  

Pemer in tah  Nomor  9  Tahun  1975  dan  keten tuan  Pasa l  134  

Kompi las i  Hukum Is l am  ;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  bukt i  P (ak ta  oten t i k )  

yang  merupakan  syara t  mut lak  mengajukan  permohonan  

percera i an  te rnya ta  Pemohon  dan  Termohon  ada lah  suami  

is t e r i ,  maka harus  dinya takan  te rbuk t i  secara  sah  bahwa 
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Pemohon  dan  Termohon  adalah  p ihak - pihak  yang  berhak  dan  

berkepen t i ngan  mengajukan  perkara  in i  ( persona  stand i  in  

jud i c i o )  ;  

Menimbang,  bahwa kesaks ian  2 (dua)  orang  saks i  yang  

dihad i r kan  o leh  Pemohon te rsebu t  t i dak  ada la rangan  hukum 

untuk  menjad i  saks i  da lam  perkara  percera i an  dan  saks i -

saks i  te rsebu t  te lah  disumpah,  maka secara  fo rmi l  dapat  

d i t e r ima ,  dan  saks i  per tama  dan  kedua  mendengar  dan  

mel iha t  langsung  anta ra  Pemohon  dengan  Termohon  te l ah  

berp i sah  rumah ada lah  kete rangan  yang  sesua i  dengan  da l i l  

dan  alasan  Pemohon,  oleh  karena  i t u  kete rangan  kedua  

saks i  te rsebu t  secara  mater i l  dapat  d i te r ima  karena  te l ah  

memenuhi  syara t  mater i l  sebaga i  saks i

 {mendengar  dan  mel iha t  langsung  juga  bersesua ian  anta ra  

kete rangan  saks i  yang  satu  dengan  saks i  la i nnya } ,  dengan  

demik ian  maje l i s  hak im  meni la i  bahwa  kete rangan  saks i -

saks i  te rsebu t  obyek t i f  dan  re levan  dengan  permohonan  

Pemohon,  oleh  karenanya  dapat  d ipe r t imbangkan  sebaga i  

a la t  bukt i  sebaga imana  dikehendak i  keten tuan  Pasal  308  

Ayat  (1 )  dan Pasal  309 R.Bg ;

Menimbang,  bahwa sete lah  membaca  permohonan  Pemohon 

ser ta  mendengar  kete rangan  Pemohon  di  pers i dangan ,  maka 

yang  menjad i   pokok  masalah  dar i  permohonan  Pemohon 

ada lah  Pemohon memohon agar  d iber i  i z i n  untuk  menja tuhkan  

ta lak  satu  te rhadap  Termohon di  hadapan  s idang  Pengadi l an  

Agama Palu  dengan  da l i l  dan  alasan  yang  di j ad i kan  dasar  

hukum ya i t u  bahwa anta ra  Pemohon dengan  Termoho n te r j ad i  

perse l i s i h an  dan  per tengkaran   bahkan  sudah  pisah  tempat  
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t i ngga l  seh ingga  rumah  tangga  menjad i  t i dak  harmonis  

disebabkan  hal - ha l  seper t i  te l ah  diu ra i kan  pada  bag ian  

duduk  perkara  ;

     Menimbang,  bahwa  oleh  karena  apa  yang  menjad i  

tu juan  perkawinan  t i dak  dapat  te rwu jud ,  maka 

mempertahankan  rumah  tangga  yang  sedemik ian  dipandang  

sebaga i  perbua tan  s ia - s ia  bahkan  akan  mendatangkan  

pender i t aan  bat i n  berkepan jangan  yang  dapat  menimbulkan  

mafsadat  yang  leb ih  besar  dar ipada  manfaatnya  dan  

t i ndakan  kedua  be lah  pihak  yang  t i dak  mau lag i  bersa tu  

dianggap  te l ah  ke lua r  dar i  b ingka i  rumusan  Pasa l  1 

Undang- Undang Nomor  1 tahun  1974 Junc to  Pasal  3 Kompi las i  

Hukum Is l am  Junc to  Al - Qur ’an  Sura t  Ar- ruum  ayat  (21)  

seh ingga  dapat  d ipas t i k an  t i dak  akan  mampu berbag i  rasa  

dalam  menegakkan  dan  meles ta r i k an  send i - send i  rumah  

tangga  yang  sak inah  ber landaskan  mawaddah dan rahmah yang  

merupakan  tu j uan  hak ik i  dar i  suatu  perkawinan  ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  hal - ha l  te rsebu t  d i  

atas  harus  dinya takan  bahwa anta ra  Pemohon  dan  Termohon  

te lah  te r j ad i  perse l i s i h an  dan  per tengkaran  yang  te rus  

menerus  yang  t i dak  ada  lag i  harapan  kedepan  bag i  kedua  

belah  p ihak  akan  dapat  h idup  rukun  kembal i  da lam  rumah  

tangga  yang  di tanda i   anta ra  Pemohon dan  Termohon  te l ah  

hidup  berp i sah  rumah  se lama  1  tahun  dan  se lama  i t u  pu la  

t i dak  pernah  bergau l  sebaga imana  layaknya  suami  is t e r i ,  

o leh  karenanya  maje l i s  hak im berpendapat  bahwa j i k a  suami  

i s t e r i  sah  t i dak  mau  lag i  h idup  satu  atap  karena  

berse l i s i h  te rus  menerus ,  maka  dapat  d ika tegor i k an  
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sebaga i  pasangan  suami  is te r i  yang  t i dak  harmonis  dan  

perkawinan  te rsebu t  d in i l a i  sudah  pecah  ( Broken  marr ied ) ;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  fak ta - fak ta  te rsebu t  d i  

atas ,  maka  maje l i s  hak im  berpendapat  bahwa  per i s t i wa  

hukum  te rsebu t  ada lah  sebaga i  a lasan  percera ian  yang  

di t en tukan  dalam  rumusan  Pasal  19  huru f  f  Pera tu ran  

Pemer in tah  Nomor  9 Tahun  1975  junc to  Pasa l  116  huru f   f  

Kompi las i  Hukum Is l am  te l ah  te rpenuh i  unsur - unsurnya  dan  

oleh  karena  i t u  permohonan  Pemohon  te rsebu t  d ipandang  

bera lasan  dan t i dak  melawan hukum ;

Menimbang,  bahwa  maje l i s  hak im  berdasarkan  sebuah  

had i t s  dan  ka idah- ka idah  hukum ser ta  pendapat  para  pakar  

hukum Is l am  yang  se lan ju t nya  diambi l  a l i h

 menjad i  pendapat  maje l i s  hak im  sebaga i  ber i ku t :  

1. لَ  رضَر وَلَ ضِرَار   (T idak  boleh  memudhara tkan  di r i  send i r i  

dan  t i dak  boleh  pu la  membahayakan  orang  la i n ) .  Sunan 

Ibn i  Majah ,  Ki tab  al - Ahkam,  Hadi t s  nomor  2331.

Menimbang,  bahwa  karena  te rnya ta  Termohon  te l ah  

dipangg i l  secara  resmi  dan  patu t  untuk  menghadap  di  

pers i dangan  te rnya ta  t i dak  had i r  dan  t i dak  pula  

mewaki l kan  kepada  orang  la i n  untuk  menghadap  sebaga i  

kuasanya ,  dan ket i dakhad i r annya  te rsebu t  t i dak  disebabkan  

sesuatu  halangan  yang  dibenarkan  hukum,  ser ta  te rnya ta  

permohonan  Pemohon  t i dak  melawan  hukum  dan  te rnya ta  

bera lasan  dan  Pemohon  memohon agar  perkaranya  dibe r i k an  

putusan ,  maka  berdasarkan  Pasa l  149  ayat  (1 )  R.Bg  

Termohon  harus  dinya takan  t i dak  hadi r  o leh  karena  i t u  

permohonan  Pemohon  harus  d ipu tus  dengan  verstek  ( tanpa  
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had i rnya  Termohon)  ;  

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan-

per t imbangan  hukum te rsebu t  d i  atas ,  maka maje l i s  hak im  

berkes impu lan  (da lam  permusyawara tannya)  sesua i  dengan  

Pasa l  70  ayat  (1 )  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1989  

Tentang  Perad i l an  Agama bahwa  kedua  belah  pihak  t i dak  

mungk in  lag i  d idamaikan  karena  kond is i  rumahtangga  

Pemohon  dan  Termohon  te lah  pecah  dan  t i dak  layak  lag i  

d ipe r t ahankan ,  maka  so lus i  yang  harus  di t empuh  ada lah  

membuka pin tu  percera i an ,  karena  te lah  cukup  alasan ,  o leh  

karenanya  sepatu tnya  pet i t um  permohonan  Pemohon  pada  

huru f  a  dan  b  te rsebu t  d ikabu l kan  dengan  member i  i z i n  

kepada  Pemohon  untuk  menja tuhkan  ta l ak  satu  te rhadap  

Termohon di  hadapan  s idang  Pengadi l an  Agama Palu  ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  89  ayat  (1 )  

Undang- Undang Nomor  7 Tahun 1989 Tentang  Perad i l an  Agama,  

semua  b iaya  yang  t imbu l  da lam  perkara  in i  d ibebankan  

kepada  Pemohon ;

Menginga t  dan  memperhat i kan  Pasal - Pasa l  dar i  

pera tu ran  perundang- undangan  dan dal i l  syar i a t  Is l am  yang  

ber laku  ser ta  ka idah- ka idah  hukum yang   berka i t an  dengan  

perkara  in i  ;  

M E N G A D I  L I

1. Menyatakan  Termohon  yang  te l ah  dipangg i l  secara  

patu t  untuk  menghadap ke pers idangan  t i dak  hadi r  ;

2. Mengabulkan  permohonan  Pemohon dengan  vers tek  ;

3. Member i  i z i n  kepada  Pemohon  ( PEMOHON)  untuk  

menja tuhkan  ta l ak  satu   Raj ’ i  te rhadap  Termohon  

12
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Sal i nan sesuai  asl i nya
Pengadi l an Agama Pal u

PANI TERA

Dr s.  H.  SUDI RMAN

( TERMOHON)  d i  hadapan  s idang  Pengad i l an  Agama 

Palu  ;  

4. Membebankan  kepada  pemohon  untuk  membayar  biaya  

perkara  yang  hingga  saat  in i  sebesar  Rp  316.000  

( Tiga  ra tus  enam belas   r i bu  rup iah )  ;  

Demik ian  putusan  in i  d i ja t uhkan  dalam permusyawara tan  

maje l i s  hak im  Pengadi l an  Agama Palu  pada  har i  Senin  

tangga l  28 Maret   2011  Masehi ,  ber tepa tan  dengan  tangga l  

23 Rabiul  Akhir   1432 Hi j r i y ah  oleh  kami  H.  SUTARMAN,  

S.H.  sebaga i  Ketua  Maje l i s ,  Drs.  ABD.  RAHIM T  dan H.  

HARSONO ALI  IBRAHIM,  S.Ag. ,MH   masing–masing  sebaga i  

Hakim  Anggota ,  putusan  in i  d iucapkan  pada  har i  i t u  juga  

oleh  Ketua  Maje l i s  da lam  s idang  terbuka  untuk  umum 

dengan  dihad i r i  o leh  hak im- hak im  anggota  yang  sama dan 

didamping i  UMMU RAHMAH,  SH ,  sebaga i  Pani te ra  s idang ,  

dengan dihad i r i  o leh  Pemohon tanpa  had i rnya  Termohon ;  

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs.  ABD. RAHIM T

KETUA MAJELIS

Ttd

H.  SUTARMAN, SH
HAKIM ANGGOTA

Ttd

H.  HARSONO ALI  IBRAHIM,  S.Ag,  

MH

PANITERA PENGGANTI

Ttd

UMMU RAHMAH, SH

Rinc ian  b iaya  perkara :                

1. Biaya  Pendaf ta ran Rp   30.000              

2. Biaya  Proses Rp   50.000  

3. Biaya  Panggi l an Rp.      225.000

4. Biaya  Redaks i             Rp          5.000
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya  Metera i Rp     6.000

Jumlah Rp   316.000

( Tiga  Ratus  Enam Belas  Ribu  Rupiah)   
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